
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 27 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan-kegiatan yang bersifat 

mendesak dan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian 

anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPPA-SKPD);     

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan 

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang 

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

 
3. Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

10. Peraturan 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272);  

18. Peraturan 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5372);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

21. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum; 

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;  

27. Peraturan 
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27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 

Nomor 1 Seri E); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 63);  

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2017; 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 133 TAHUN 

2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 

2017. 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 

Nomor 133 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur: 

a. Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 20 Seri E); dan 

 

b. Nomor 
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b. Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 21 Seri E); 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Diantara Pasal 2B dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:  

      

Pasal 2C 

 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan           

dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah: 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;  

c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan Kependudukan; 

d. Dinas Lingkungan Hidup; 

e. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  

f. Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

dan  

g. Inspektorat Provinsi.   

 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II 

diubah sebagai berikut:  

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2017, pada: 

1) Kode Rekening 5.2.1 Belanja Pegawai                           

Rp 651.596.262.614,00 diubah sehingga berbunyi      

Rp 652.949.197.614,00; 

2) Kode Rekening 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa              

Rp 6.308.768.624.359,00 diubah sehingga berbunyi         

Rp 6.153.268.495.600,00; dan 

3) Kode Rekening 5.2.3 Belanja Modal                                  

Rp 2.639.437.686.978,00 diubah sehingga berbunyi                               

Rp 2.945.080.935.448,00. 

 

b. Lampiran 
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b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2017 Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan, pada Kode Rekening: 

1) 1.01 0100 Dinas Pendidikan; 

2) 1.03 0200 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;  

3) 1.08 0100 Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak dan Kependudukan  

4) 1.11 0100 Dinas Lingkungan Hidup;  

5) 1.17 0100 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;  

6) 3.03 0101 Biro Administrasi Pemerintahan dan 

Otonomi Daerah; dan  

7) 3.05 0100 Inspektorat. 

c. Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

  

Ditetapkan  di   Surabaya 

pada tanggal   23 Mei 20175 Mei  

               

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  23 Mei 20175 Mei  

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 27 SERI E. 

 

 


